
 

 
BAB III 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 

mengenai Peran dan Fungsi Kejaksaan dan Kendala Kejaksaan  dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Keppres No. 11 Tahun 2005 

Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi(Timtastipikor)adalah sebagai berikut: 

1. Peran dan Fungsi Kejaksaan Pasca Keppres itu meliputi: 

 Sebagai salah satu Timtastipikor: Melakukan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi, Mencari dan menangkap 

para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta 

Menelusuri dan mengamankan aset-asetnya dalam rangka pengembalian 

keuangan negara secara optimal. Fungsinya sebagai salah satu Tim 

Terpadu: Turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,dengan tugas 

pokok lainnya: Menghimpun keterangan, fakta dan informasi dari berbagai 

sumber tentang keberadaan terpidana, Melakukan koodinasi dan kerjasama 

dalam rangka penyelidikan, pencarian,dan penangkapan terpidana dan 

tersangka, Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara,dan 

Melaksanakan berbagai upaya antisipasi dan koordinatif dalam rangka m 
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2. Didalam melakukan Upaya-upaya diatas yang diamanatkan Keppres  No.11 

Tahun 2005, kejaksaan mengalami beberapa kendala antara lain: Modus 

operandinya canggih, pelaku dilindungi korp, atasan, teman-temannya, 

masih terdapatnya perbedaan persepsi dan interprestasi yaitu perbedaan 

tanggapan dan penafsiran antara aparat pengawas struktural atau fungsional 

dalam kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain 

kendala yang disebutkan diatas juga adanya kendala-kendala yang lain, 

antara lain: Sarana dan Prasarana yang belum memadai, belum adanya 

perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain dimana terpidana 

berada, belum teralokasinya secara khusus dana untuk tim. 

 

B. S a r a n 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesejahteraan PNS termasuk Jaksa, dengan membuat standar 

gaji gaji yang memadai dan proporsional. 

2. Mewujudkan sistem peradilan secara terpadu sehingga terjalin koordinasi 

diantara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana. 

3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan  serta mengenalkan teknologi yang 

canggih satu atap terhadap aparat penegak hukum ( penyidik, penuntut 

umum, dan hakim) guna mewujudkan aparat penegak hukum yang 

profesional dan berintegritas. 
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4. Membentuk budaya hukum yang tinggi pada masyarakat Indonesia, seperti 

tidak melindungi pelaku tindak pidana korupsi. 

5. Melakukan kerjasama Internasional melalui Mutual Legal Assistance 

maupun perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara yang dicurigai sebagai 

tempat persembunyian para koruptor 

6. Memberikan sarana dan prasarana  yang memadai serta anggaran yang 

cukup untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, sehingga dapat 

mencukupi biaya operasional aparat penegak hukum. 
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